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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGET
AND GOOD GOVERNANCE IN IMPROVING FISCAL INDEPENDENCE
IN THE PROVINCE OF SOUTH SUMATRA

ABSTRACT

This research aims to analyze and test the effect of performance-based budgeting, the
implementation of good governance on fiscal independence in South Sumatra Province. This
research data uses secondary data retreived from the Directorate General of Fiscal Balance and
the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia in 15 Regencies/Cities in South Sumatra
Province with the panel data ( time series and cross section ). The analysis technique in this
research is quantitative with panel data regression analysis tools. The results of the research show
that (1) the implementation of Performance- based Budgeting and Good Corporate Governance
(GCG) has a positive and significant effect on fiscal independence (2) Simultaneously shows that
the implementation of Performance-based Budgeting and Good Corporate Governance (GCQG)
has a positive and significant to fiscal independence. Limitations in this research include the lack
of empirical data on GCG-based budgeting and reliance on BPK Opinion projections as a
substitute. However, it is hoped that the use of BPK Opinion projections can provide a fairly
accurate picture of how GCG principles are applied in regional budget management.

Keywords : fiscal independence, performance-based budgeting, good governance
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ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN GOOD
GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL

PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguji pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja,
penerapan Good Governance terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan. Data
penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada 15 Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Sclatan dengan jenis data yaitu data panel yang merupakan gabungan antara
time series dan crossection data. Teknik analisis dalam penclitian ini adalah kuantitatif dengan
alat analisis regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa (1)
penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal (2) Secara simultan menunjukkan bahwa
penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Corporate Governance (GCG) memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Keterbatasan dalam
penelitian ini yaitu mencakup kurangnya data empiris tentang anggaran berbasis GCG dan
ketergantungan pada proyeksi Opini BPK sebagai substitusi. Meskipun demikian, diharapkan
bahwa penggunaanproyeksi Opini BPK dapat memberikan gambaran yang cukup akurat tentang
bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perubahan pola kepemimpinan nasional dari masa orde baru menjadi masa
reformasi telah membawa perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di
berbagai aspek termasuk pola hubungan pemerintahan antara pemerintah daerah. Jika
pada masa orde baru sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata
menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, sejak tahun 2001 dirubah menjadi era
desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Penerapan otonomi
daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan
wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang
tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-
undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32
tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan
peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan Kkinerja
keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan
fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial
sharing) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follow

function atau uang mengikuti kewenangan. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga



diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih
dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi, 2001).

Aspek penting dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan
pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya
adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi
masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah
merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu
mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan danaspirasi masyarakatnya sendiri.
Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan
diri dari ketergantungan kepada pusat (Rusdiana, 2017).

Penyusunan anggaran atau penganggaran (budgeting) merupakan salah satu
tahapan yang dominan dalam proses pengendalian manajemen, serta menjadi salah satu
fungsi utama dari pemerintah (Caleb & Agbude, 2014). Anggaran menjadi salah satu hal
yang Kritis dalam menjamin terlaksananya strategi dan program suatu organisasi dengan
efektif dan efisien karena anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan
perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran yang disusun harus benar-benar
didasarkan atas analisa mendalam terhadap kebutuhan atas kehidupan masyarakat yang
lebih baik di masa datang (Kindangen et al., 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipresentasikan setiap
tahun oleh eksekutif, merupakan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif yang
memberi informasi rinci kepada masyarakat tentang program yang direncanakan

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-



program tersebut dibiayai. Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah melalui Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun anggaran
berpedoman kepada pagu anggaran. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang
melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di SKPD mulai dari penentuan program dan
kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar belanja, penentuan indikator kinerja dan
target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan
perhatian yang serius bagi pimpinan SKPD beserta pelaksana program dan kegiatan
(Kindangen et al., 2022).

Suatu anggaran untuk dapat memiliki kualitas yang baik dibutuhkan proses
pengalokasian anggaran yang tepat dan sesuai, serta diharapkan pihak-pihak yang terlibat
dalam proses penyusunan anggaran dapat secara bijak merumuskan dan menetapkan
suatu program dan kegiatan berdasar pada aspirasi masyarakat. Handayani (2009)
menyatakan bahwa penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas,
partisipasi, transparansi,dan menggunakan pendekatan kinerja akan menyebabkan
meningkatnya kualitas anggaran (Harpranisa et al., 2020).

Kesalahan-kesalahan dalam hal penganggaran dapat terjadi akibat kegagalan
menerjemahkan konsep penyusunan anggaran. Aparatur penyusun anggaran harus
mampu memahami prosedur dan ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental yang
perlu diperhatikan serta kemampuan rasional untuk mengerti secara keseluruhan maksud
yang tertuang dalam dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan

anggaran SKPD.



Provinsi Sumatera Selatan menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi.
Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap
konsep anggaran berbasis kinerja di kalangan pejabat pemerintahan dan pelaku keuangan
provinsi. Hal ini menyulitkan implementasi yang efektif dan membatasi kemampuan
provinsi untuk mencapai kemandirian fiskal secara optimal (Djpk.kemenkeu.go.id,
2017).

Selain itu, kesesuaian antara anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan daerah juga
menjadi tanda tanya. Proses perencanaan anggaran yang terfokus pada indikator kinerja
bisa menyebabkan tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan dan target pembangunan yang
spesifik bagi Provinsi Sumatera Selatan. Dampaknya, potensi kemandirian fiskal provinsi
menjadi terbatas (Manuong & Utari, 2020). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
anggaran juga menjadi tantangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diajang tersebut
penting untuk mendorong good governance. Namun, kurangnya informasi publik
mengenai alokasi dana, pengeluaran, dan pencapaian kinerja dapat mengganggu
pemantauan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan anggaran. Hal
ini memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan menyulitkan upaya
pencapaian kemandirian fiskal provinsi (Harpranisa et al., 2020).

Rendahnya pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja juga menjadi isu krusial.
Kemandirian fiskal yang optimal membutuhkan mekanisme pemantauan yang efektif,
evaluasi yang baik, dan penilaian kinerja yang objektif. Namun, kurangnya sistem
pemantauan yang memadai dan kapasitas rendah dalam evaluasi mengakibatkan sulitnya
mengidentifikasi kelemahan serta kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran

fiskal, kurangnya partisipasi publik dan peran masyarakat sipil menambah kompleksitas



dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dan good governance di Provinsi Sumatera
Selatan. Partisipasi yang terbatas serta minimnya peran masyarakat sipil dalam
pengambilan keputusan dan pengawasan mendorong pemahaman yang terbatas terkait
anggaran publik. Ketidakberdayaan masyarakat sipil dalam pengawasan independen
terhadap pengelolaan keuangan yatidak hanya membatasi kemajuan dalam mencapai
kemandirian fiskal, tetapi juga menghambat perkembangan accountability dalam
pemerintahan (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023).

Dalam dunia korporat dan tata kelola organisasi, Good Corporate Governance
(GCG) menjadi tonggak utama yang mengatur bagaimana sebuah entitas dijalankan dan
diawasi. Dimensi GCG mencakup aspek-aspek kunci yang membentuk landasan tata
kelola yang sehat dan berkelanjutan. Partisipasi menjadi landasan pertama yang
menekankan Kketerlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan
keputusan, mencakup para pemegang saham, manajemen, karyawan, dan komunitas luas
(Rodriguez-Fernandez, 2016).

Keterbukaan menjadi pilar penting yang menuntut transparansi dalam segala
aktivitas perusahaan, dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat bagi
pemangku kepentingan guna memastikan pengawasan yang efektif. Akuntabilitas
memegang peranan penting dalam menegaskan kewajiban para pengambil keputusan
untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta menyajikan
laporan yang terperinci tentang kinerja organisasi. Responsifitas menjadi ciri yang
menandai kemampuan organisasi untuk merespons kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan cepat (Hamdani,

2016).



Penegakan hukum menjadi prinsip yang menegaskan pentingnya kepatuhan
terhadap peraturan dan norma yang berlaku, baik dalam internal organisasi maupun dari
segi regulasi eksternal. Kesetaraan dan kewajaran menekankan perlunya perlakuan yang
adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat, serta alokasi sumber daya yang adil
dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan memperhatikan dan menerapkan dimensi
GCG ini secara konsisten, sebuah organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk
tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja jangka panjang, mengurangi risiko, dan
memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta masyarakat secara keseluruhan
(Aspan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) dan Sriwijayanti (2018)
membuktikan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik,
dan pendekatan kinerja secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas APBD. Hasil
penelitian tersebut didukung oleh penelitian Carlitz, (2013) yang memperoleh hasil
bahwa transparansi yang lebih besar didalam proses anggaran dapat berdampak pada hasil
pembangunan dan pengeluaran dan penelitian Octariani (2017) yang menyatakan bahwa
ada hubungan antara good governance dan penganggaran yang baik. Penelitian Klase &
Dougherty (2008) menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Kinerja berpengaruh
signifikan dan positif pada hasil anggaran diukur dengan pengeluaran per kapita. Dari
uraian diatas menunjukkan anggaran yang berbasis kinerja dan penerapan good
governance menjadi aspek penting dalam penyusunan anggaran. Hal ini akan
berimplikasi pada bagaimana anggaran itu disusun dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mencapai kemandirian fiskal pada suatu daerah termasuk Provinsi



Sumatera Selatan sejak diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kelekuasaan
dalam menyusun anggaran.

Provinsi Sumatera Selatan merapkan praktik dalam kemandirian fiskal yang
melibatkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan praktik Good Governance
dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Fenomena ini mencerminkan
komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan,
akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan ABK menjadi
sorotan utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Pendekatan
ini memungkinkan penetapan anggaran yang lebih terukur, dengan memperhatikan
pencapaian kinerja yang konkret sebagai dasar alokasi dana. Dengan demikian, ABK
diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dengan
lebih bertanggung jawab dan fokus pada hasil yang diinginkan (Kementerian Keuangan,
2020).

Praktik Good Governance juga menjadi fokus penting, Provinsi Sumatera Selatan
berusaha untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan
bagi setiap keputusan keuangan yang diambil. Transparansi, partisipasi publik,
akuntabilitas, dan keadilan menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam upaya
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Implementasi ABK dan praktik Good Governance sering kali dihadapkan
pada kendala struktural, seperti kurangnya kapasitas institusi, resistensi terhadap
perubahan, dan kurangnya sumber daya. Oleh karena itu, meskipun terdapat komitmen
yang kuat, perjalanan menuju kemandirian fiskal yang lebih baik tidak selalu berjalan

lancar (Marliyana et al., 2021).



Research Gap penelitian ini dijelaskan oleh dalam penelitian sebelumnya,
beberapa hasil positif telah diungkapkan dari kajian sebelumnya terkait dengan penerapan
anggaran berbasis kinerja (ABK) dan good governance. Temuan-temuan ini mencakup
peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan
publik. Praktik ABK telah membantu dalam mengukur kinerja dengan lebih baik dan
mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Sementara itu,
good governance telah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi publik,
transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Dari perspektif teoritis, pendekatan ini
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik, dengan ABK
memberikan kerangka kerja untuk pengukuran kinerja yang lebih baik, sementara good
governance menciptakan dasar untuk integritas dan keandalan informasi (Desiana, Nur
Wardani, Silvia, 2021; Marliyana et al., 2021; Marta et al., 2017; Sirait et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil yang negatif dari penerapan ABK
dan good governance belum sepenuhnya tercapai Kemungkinan adanya kendala dalam
implementasi, kurangnya komitmen politik, atau faktor-faktor struktural lainnya mungkin
telah membatasi efektivitasnya. Secara teoritis, ada kemungkinan bahwa penerapan ABK
tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan, terutama jika indikator Kinerja yang
dipilih tidak tepat atau jika terjadi manipulasi data. Begitu pula, good governance tidak
selalu dapat terwujud dengan baik dalam praktiknya, dan faktor-faktor seperti politik,
korupsi, atau kurangnya sumber daya dapat menghambat pencapaian prinsip-prinsip good
governance (Afandi & Tarigan, 2016; Aspan, 2017; Choi, 2018; Klase & Dougherty,

2008; Kurrohman, 2013; Panda & Leepsa, 2017).



Berdasarkan konteks teoritis, pendekatan ABK dan good governance memiliki
fokus yang berbeda namun saling melengkapi. ABK menekankan pada pengukuran
kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data, sementara good governance menyoroti
prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan aturan hukum. Interaksi
antara keduanya dapat memperkuat efek positifnya, dengan penerapan ABK yang baik
mendukung praktik good governance dan sebaliknya (Carlitz, 2013; Digdowiseiso &
Kaliwattu, 2023), perbedaan antara temuan positif dan negatif serta perspektif teoritis
yang mendasarinya dengan demikian penelitian ini akan menguji dan menganilisis
pengaruh penerapan ABK dan good governance terhadap kemandirian fiskal di Provinsi

Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dirumuskan masalah sebagai
berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kemandirian fiskal
pada Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan good governance terhadap kemandirian
fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah terdapat pengaruh anggaran berbasis kierja dan penerapan good

governance terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap

kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan.



2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan good governance terhadap
kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kierja dan
penerapan good governance terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera

Selatan.

1.3 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian dijelaskan sebagai berikut :
a. Manfaat Teoretis
1. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep ABK,
termasuk prinsip-prinsip dasarnya, strategi penerapannya, serta dampaknya
terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat provinsi.
2. Penelitian ini dapat menunjukkan sejauh mana penerapan ABK dan good
governance telah berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal provinsi
tersebut. Hal ini akan memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan
tentang strategi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat
daerah.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat pengetahuan mengenai pengaruh anggaran
berbasis kinerja dan penerapan good governance dalam mewujudkan kemandirian

fiskal.
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2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat bahan pertimbangan dalam mewujudkan
kemandirian fiskal dengan mempertimbangkan pengaruh anggaran berbasis
kinerja dan penerapan good governance.

3. Bagi Instansi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh
anggaran berbasis kinerja dan penerapan good governance dalam mewujudkan

kemandirian fiskal.
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